¥ BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

Jalan Maluku No. 8 Kuala Kapuas, Kode Pos 73516

Email . bawaslukapuas@gmail.com

Laman : Kapuas.bawaslu.go.id

Nomor : 328/PM.00.02/K.KH-05/09/2024 Kuala Kapuas, 24 September 2024
Sifat : Penting

Lampiran D -

Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Kepada Yth :

1. Pasangan Calon H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P
beserta Tim Kampanye

2. Pasangan Calon Dr. H. Pangeran Syarif Abdurrahman
Bahasyim, M.M. (Habib Banua) dan Tommy Saputra, S.Pd.
beserta Tim Kampanye

3. Pasangan Calon Muhammad Alfian Mawardi, S.H. dan Agati
Sulie Mahyudin beserta Tim Kampanye

4. Pasangan Calon Erlin Hardi, S.T dan Alberkat Yadi, S.H.
beserta Tim Kampanye

5. Pasangan Calon Dealdo Dwirendragraha Bahat dan
H. Parij Ismeth Rinjani, S.H. beserta Tim Kampanye

Tempat
Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:
1. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor
10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanggaran Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
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5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan
Dalam hal akan memasuki tahapan kampanye yang diselenggarakan mulai pada

tanggal 25 September 2024 dan nantinya akan berakhir pada tanggal 23 November

2024, bersamaan dengan hal tersebut kami Bawaslu Kabupaten Kapuas mengimbau

kepada seluruh Pasangan Calon beserta Tim Kampanye yang ada di wilayah

Kabupaten Kapuas agar dalam melaksanakan kampanye mempedomani hal-hal

sebagai berikut :

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. Membuat Surat Pemberitahuan/lzin Kampanye Kepada Kepolisian dan KPU
Kabupaten Kapuas maksimal 3 (tiga) Hari sebelum melaksanakan Kampanye;

c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan
Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
meliputi:

1) Pakaian;

2) Penutup kepala;

3) Alat makan/minum;

4) Kalender;

5) Kartu nama;

6) Pin;

7) Alat tulis;

8) Payung;

9) Stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh centimeter) x 5 cm (lima centimeter);
dan/atau

10) Atribut  kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundangundangan.
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d. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud di atas, harus memiliki nilai:

1) Paling banyak Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) jika dikonversikan dalam
bentuk uang;

2) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai standar biaya masukan; dan/atau 3) Harga yang wajar.

e. Dalam Kampanye dilarang:

1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil
gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota,
dan/atau partai politik;

3) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai
politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau
partai politik;

5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih
kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

7) Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

8) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;

9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya; dan/atau

11) Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

12) Memberikan uang kepada peserta kampanye.

f. Larangan kampanye menggunakan tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud di
atas dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggungjawab
perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;

g. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan
tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak;

h. Atribut kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas merupakan alat
dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon;

i. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang
melibatkan:

1) Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
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2) Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3) Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

lain/perangkat kelurahan.

j. Dan hal lainnya yang harus dipenuhi sesuai Peraturan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tembusan :

1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Pertinggal.
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